LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

Nomeor : 25 Tahun 2000 ; Serie: D Nomcr 19
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2000

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
' DI KABUPATEN MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATT MAGELANG

Menimbang : @ bahwa dalam rangka Bé:é-k.qanaan otonomi
Daermh, penyelenggaraan Pemerintahan  di
-.. Kelurahan, pelayanan dan  kesgjahtzraan

rnasyarakat serta dengan keluarnya Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun

2000 tentang, Pedorman Ocganisesi  Perangkat

Daerah, muka Feraturan Daeah  kabupaten

Magelang Nomaor 4 Tahun 2000 tentang Susunan
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-~ Mengingat 1. Undang-uncang MNomor 13 Tahun 1950 juncto
Feraturan Pemerintah Nemor 32 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Piopinsi Jawa Tengah (Berita
Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 1980 tentang Pemindahan
louketa IKabupaten Daerah Tingket II Magelang
dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1I
Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang
(Lembaran Negara Republik Iadonesia Tzhun
1982 Nomaor 26) ;

2. Undang-undang Nomeor 22 Tahun 1999 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Tzhun
1999 MNomor €0 Tarnbahan Lewbaran Megara
Nomor 3839) ,;

Undang-uncang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Ferimbangan Keuangan Antarz Pemerintah Pusat
dan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara MNornar
3848),;

4. Peraturan Pemerintah Ncemor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
{Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun
2000 Nomor 165).

o

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERV/AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSICAN

Menetapkan  : FERUBAHAMN PZRTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG MCMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG SUSUNAN ORGANISAS] ' DAN. TATA KERIA
PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN MAGELANG.
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PASAL I

Peraturan Deerah Kabupaten Magelang Momor 4 Tahun 2000 Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pernerintah Kelurahan Di Kabupaten
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2000
Tanogal 22 Maret 2000, Serl D, Norncr 5) diubah sebagar berikut

A,

1.

Dalam Peraturan Daerah judul diubah sehingga dibaca sebagai
berikut : *STRUKTUR ORGAMISASI KELURAHAN",

Dalam konsideran “Mengingat” angka 4, 5 5 é can 7 dinapus,

diubah dan dibaca sebagal berikut :

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 84 Tahun 2000
Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerzh (Lembaran
MNegara R2publik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dalam BAB [ KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf d , e dan i dubah,
ditambah/ disisipkan dua huruf kdan | sehingda ditaca sebagal
be-ikut :

d.  Bupati adalah Bupati Magelang.

e. Kelurahan adalah Wilayah kevja Lurah sebegai Perangieat
Daerah  Kabupaten dibawah [Kecamatan @ Kabupaten
Magelang.

i Seksi adalah lingkup unt ke organis s Keluaan d
Kz oupaten Magelang,

J. Kenaala Sebsi adalah Kepala S¢ sl pada OrQanisas Kekraban ¢
Kasupaten Magelang,

k. Lingkungan adalah bagian wilayah administ ab b kelurahan &
Kaoupatzn Magelaiag,

I (enala Lingkungan adalah Kepala Lingkun jan pada vloanisasi
Ke wianan d Kabupaten Mage arw

Dalam  BAB 11 SUSUNAN  ORGANISASE  PEMERINTAHAN
KELURAHAN ; divoah dan dibaza sebagas beviat ©
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BAB Il
STRUKTUR ORGANISASI.

Pasal 2 ayat (1) diubah dlan dibaca sebagal berikut :
Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

a. Lurah ;

b. Sekretariat Kelurahan ,

c. Seksi yang terdiri dari 5 (lima) Seksi ;

d. Lingkungan ; .
e. Kelompok Jabatan Fungsional .

Pasal 2 ayat ( 2 ) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tersebut
dalam lampiran yarig merupakan bagian yang ticlak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

SEKRETARIAT KELURAHAN ; Pasal 3 ayat (1) dan (2) diubah
clan dibaca dengan urutan sebagai berikut :

Kedudukan, Tugas pokok, Fun-gsi dan Kewenangan °
Pasal 3

(1) Kelurahan merupakan unsur unit pelaksana wilayah
Kecarmatan yang dipimpin oleh seorang Lurah ;

(2) Lurah disngkat dari Pegawai Negeri Sipil yang
mzmenuhi syarat oleh Bupaii atas usul Camat ;

(3) Lureh merupakan aparat Pemerintah Daerah yeng .
mManerma pelimpahan sebagian kewsanangan
pernerintahan dann dan  beitanggung jawab kepada
Camat ;

(4) Lwah adalah jabatan Ecelon IVa,

Pasal 4 diubah dan dibaca sebagal berikut @

Kelurahan mervpunyai Tugas pokek  memnbantu  Camat
melakukan penyelenggaraan pemerintahan , pambangunan
dan kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan Urusan

pernerintahan  Urnurn  dan  Urusan  pemerintahan  Daerah
diwiayahnya.
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Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi ; Pasal 5
dihapuskan , diganti dan dibaca sebagal berivut

Pasal 5

Unluk menyelenggarakan tugas lersebut pada Pacal 4
Peraturarn Daerzh ini , Kelurahan mempunya furgsi dan
kewenangan :

a.  Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan
penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kelurahan ;

b.  Melaksanakan kocrdinasi . terhadap jalannya
Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan ;

o Melaksanakan usaha dibidang pemerintahan
pembanguran dan kemasyarakatzn yang menjzdi
targgung jawabmya ;

d. Melalisanakan usaha dalam  rangka peningkatan
partisipasi dan swadaya gciong royong masyarakat ;

e.  Melaksarakan kegiatan  dalam rangka pembinaan
keterteraman dan ketertiban wilayah ;

f. Melaksanakan  fungsi-fungsi  lain  dalam  tugas
Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kelurahan.

Pasal 6 diliap askan, diganti dan dibaca . sedagai benkat :

Sekretaviat ielurahan
Pasal 6

(1)  Selgetaral kelgrahar adalah Unit karga unsur staf yang
berada dibawah Lucah,

(2)  Selietanal Felurahan dpimpin oleh seorang Sekrstars
Kelurahan yeng diangkt dan Pegowai Negeri Sipil vang
rnemenuhl syarat

(3  Selaelars Kelurarar ada'ah jabatan Eselon IV b.
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Pasal 7 dihapuskan, diganti dan dibaca sebagai berikut :

Sekretarie Kelurahan mempunyal tugas pokck membantu Lurah

chbidang pembinaan  dan pelayanan  seita  mernberilan
petunjuk teknis administratif  kepada seluruh  perangkat
kelurahan, -

Sekretariat Kelurahan | Fazal € dihapuskan, diganti dan dibaca

sebagai berikut :

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut .
Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sekretarie Kelurahan mempurya

fungs dan kewenangan

&. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan  yang
cilzksanalkan oleh perangkat Kelurahan,

b, Meiaksanakan inventarisas ,perencanaan, aralsz daa
eveluasi data , perumusan seita peturjuk teknis vtk
keperluan pembinaan penyelenggaraan ftugas umum
pernerintahan,  pembangunan  dan  pembinzan
kemasyarakatan

c. Melaksanakan  pemantausn  terhadap  kegiziaa

penyelenggaraan  tugas  umum  pernennizhas
pernbangunan dar pernbinaan kemasvarakatan,

d. Memberikan pelayanan teknis adminishesi kepada
masyarakat dibidang pernerintahan , pembanginen daa
scsial kemasyarakatan. ;

Me'zksanakan urusan Parlenghapan, Leawrn,
Kepegawaian, Keuangan ,Tata Usaha kantor termasus .
administrasi  pelaporan  kegiatan  Pemerintaban &
iKelurahan ;

f. Melaksanakan fungsi-fungsi  lain  yang  dilimpohikan
kepada Sekretaris Kelurahan,

i

Pesal 9 dibapuskan, ciganti dan dibaca sebagai berikot :
Seksl ) Pasal 9 ;

Dipindai dengan CamScanner



il

12.

(1) Seksi adalah Unit kerja stal unsur pembantu Lurah yang
rnelaksanakan tugas teknis administrasi Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kelurahan dalam lingkup Seksinya.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Seksi
Pemerintahan  dan  Pernbangunan, Seksi  Ekoncmi,
Produksi dan Peranian, Seksi Ketentrarman  dan.
Ketertiban, Seksi Kesejhteraan Rakyat dan  Selsi
Pelayanan Umum.

(3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

{4) Kepala Seksi adalah jabatan Esglon IV E.

o

Pasal 10 dihapuskan , diganti dan dibaca sebagai besiwt

Lingkungan ;
Pasal 10 ;

(1) Lingkungan adalah wilayah acministrast dan Kelurahan
dengan batas yang telah ditentukan ;

(2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkuagan ;

(3) HKepals Lingkungan berkedudukan sebagai Pembantu
dan pelaksana tugas-tugas cpeiasional Lutah davlayah
kerja sesual dengan peraturan dan Keeatuan vang
berlaka ,

Pasal 11 dihapuskan |, digarti don dinace sebagai benkut
Uratan Tugas pokok, fungs dar kewerancan Lwah, Seaetars
Kelurghan , Kepala Seksi, Relompox Jabutan Furgsioral |
Penetapan  Ungkungan, Kepala linghungan dan' wilayan
kerjanya akan diatur kenudian dendan Keputusan Bupait.

Pasal 12 dihapaskan , cigarti din didace sebajai benkut
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BAB 111
TATA KERIA
Pasal 12

(1) Dalam tugasnya, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala
Seksi, Kepala Lingkungan dan seluruh. unsur Staf
dilingkungan organisasi Kelurahan , melaksanakan
koordinasl atas segala kegiatan tugas Pemerintahan di

Kelurahan.

(2) Setiap unsur pimpinan pada Satuan unt keje di
crganisasi  Kelurahan wajib  melakukan  prinsip
Fengawasan Melekal.

(3) Setiap . unsur pirnpinan pada satuan unit keje di
crganisasi Kelurahan bertanggung jawab memimpin daa
mengkoordinasikan bawahannya, menyampaikan
laparan berkala secara hirarki, tepat waktu <erta
memberikan bimbingan dan petunjuk hagi pelzk=anaan
tugas staf

Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20 dan 21 dihapus, diganti daa
diveca sebacai berikut |

BAB IV
KETENTUAMN PERALIFAN
Pasal 13

Pemangky jebitan dan tujas dilingkangan organisasi Kelurahan yang
belum remenuln persyaratan jabatan tetap menjalancan jabatan dan
tugess ya sampal dengan dikelvadkan dan diterapkannya peraian
dan kelertuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Pemenntab

Kabupatzn.

Dalern EAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN ; Pasal 22 ditapus, digent
dun disece sabacal barkut
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Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
dan dijelaskan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23 dipindahkan menjadi Pasal 15,
Dalam BABV KETENTUAN PERALIHAM Pasal 24 dihapus.

Dalam BAB V1 KETENTUAN FPENUTUP dihapus, diganti dan dibaca
sebagai berikut :
BAB VY KETENTUAN PENUTUP. g

1. Pasal 25 dipindahkan menjadi Pasal 16.

Pasal I1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan penguncangan
peraturan Daerah ini dengan penempatannyva dalam Lsmbaran Dasrah
Kabupaten Magelandg.

Ditetapkan di Kota Mungiad.
Pada tanggal 22 Desemoer 2000

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM 2FaNDA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nemor 25 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000 Sere D, Nomor 19
Sekretarts Cavrah
T,

DRSS, . SOLECHAN, AS.

Permibina Utama Muda

NIP, 500 224 160

Dipindai dengan CamScanner
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LAMPFAN ! PERATURAN DAERAH KABUFATEN MAGELAMNG
NOMOR 22 TAHUM 2000 TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA  ATAS  PERATURAN  DAERAH

! KABUPATEM MAGELANG NOMOR 4 TAHUM 2000
TENTANG SUSUNAN ORGANTEASI CAN TATA
KEFOA PEMERINTAH KELURAHAN,

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

LURAH
SEKRETARIAT
WELLRAHAM
=1
KELOMPOK
JASATAN FUNGSIDNAL
SEXSI SEKS] SEXSI SEKSI SESI
FEMEFDITAH EKDNOM, KETENTE KESEWAH | | PELAYAN
Al DA PROCUKS] RAMAN TERAAN | | AnumUM
PEMBAAGLYI | Dan DaN RAKYAT
A | PERTANIAN KETERT(3
S e gl Mgl LA Bl
ey

g $ 1
-~L LINGKUNGAN

BUPATT MAGELANG
Tul.
DRS. H. HASYIM AFANDL.
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PENJELASAN

FERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA
ATAS PERATURAN DAERAM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASY
DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
DI KABUPATEN MAG ELANG

UMUM,

Peraturan Daerah T(abupaten ‘Magelang Nomor 22 Tahun 2000
Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Deerah Kabupaten
Magelang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Susunan Jiganisas <an
Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Di Kabupaten Magelang merupakan
perubahan (pertam) dari Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2000
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemenntat, kelurahan Ot
Kabupalen Magelang yang merupakan landasan kena bag: aperctur
instansi pembina maupun aparatur  Organisast Kelwatar
Kabupaten Mageiang.

Peraturan Daerah ini disusun sebagal langhah yyricis fomnal untux
menyesuakan dengan keluamya Undang-undang Nomor 22 Tahun
1998 tenang Pemerintahan Daerah dan Peraluian Pewennian
Republik Indonesiza Nomor 84 Tahun 2000 tertang Pedaman
Organisast Perangkat Daerah,

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undlang Nomoe 22 Tahun
1998 juncto Peraturan Pemerntah homor 84 Tahun 2000 batava
Kelurahan adalah wilayah kena Lurah sebagy Peranghat Dagian
Kabupaten / atau Daerah kota di bawab Kecamatan ( huwif q.
Pasa! 1. Peraturan Pernenntah Norncr 84 Tahun 2000 );
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Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten dan Kota ( huruf q Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor
€4 Tahun 2000 ), dengan pengertian tersebut Kecamatan tidak lagi
sebagal Wilayah Adiminstrasi ( menurut Azas Dekonsentrasi ), tetapi
berkedudukan sebagal Perangkat Daerah sshingga dalam
pelaksanaan tugas corganisasi Kecamatan menerima pelimpahan
sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati, demikian halnya
dengan oarganisasi Kelurahan menéetima pelimpahan -sebagian
kewenangan melaksanakan tugas-tugas dan
rnempertanggungjawabkannya kepada Bupati melalui Camat.

Dalam kontesks tersebut; Kelurahan tidak disebut sebagai Pemerintah
Kelureshan melainkan menjalankan tugas dan fungsi Pernenntzhan
serta tugas dan fungsi lain yang dibzrikan oleh Pemerintah
Kabupaten melaluj organisasi Kecamatan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2000 tertang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Mageling dilakukan perubahan-
perubahan s-eperlunva

1___....-l-n-.--—--'—_"'
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PENJELASAN TAMBAHAN.
Persturan Daerah ini telah melglul pemibahasan Panitia Khusus I

DPRD dani tanggal 24 Oldober sampal dengan 3 Desember 2000 dan

ﬂ

mendapat persetujuan dari DPRD  Kabupaten
dituangkan dalamn Keputusan DPRD Kabupaten Mage
Tahun 2000 tanggal 18 Desemnben 2000 Tenta

[ =

Penetapan Feizturan Daerah  Perubahan Pertama :—-gz:.___.__._

Daecrah Kaoupasten Magealang Nomor 4 Tahun 2000 T mE—

Orgamisasi Dan Tata Kerja Pemelintah Kelurghan :———EE

Magelang. : i =—_,
eyt . =1
At ] -y
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